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BAB III 
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang merupakan pelaksana 
kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang. Dalam mengimplementasikan 
kebijakan tersebut tentunya memiliki arah dan tujuan yang jelas agar pelaksanaan 
kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi misi, tugas dan fungsi serta 
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.  
Dari sedikit uraian diatas, maka misi dari bab ini adalah pertama, berusaha 
menguraikan tentang gambaran umum Kota Malang yang merupakan tempat 
diterapkannya kebijakan Program Sunset Policy, di bab ini akan dijelaskan 
deskripsi Kota Malang baik berdasarkan geografisnya maupun demografinya. Dan 
kedua, berusaha menguraikan profil dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 
Malang, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui visi-misi, tujuan, sasaran, 
program kerja, kebijakan, tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.  
58 
 
A. Gambaran Umum Kota Malang 
Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 
Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota 
terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota 
terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga 
merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah 
Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh 
wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Batu dan Kabupaten 
Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal 
dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya 
yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua 
di Jawa Timur. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan 
wisata utama di Indonesia. 
Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka 
di Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang 
terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan 
berada di kota ini, beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Universitas 
Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru 
tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas 
umum direncanakan sedemikian rupa agar memeuhi kebutuhan keluarga Belanda. 
Kesan Diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen 
Boulevard dan kawasan sekitarnya, hanya dapat dinikmati oleh keluarga-keluarga 
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Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pri bumi harus puas 
bertempat tinggal dipinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. 
Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan 
seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana 
dan bernostalgia. 
Pada tahun 1879 di Kota Malang mulai beroperasi kereta api sejak itu pula 
Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun 
semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. 
Akibatnya terjadilah perubahan bangunan-bangunan maupun fasiltitas lainnya 
mulai bermunculan tanpa kendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan 
yang pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. 
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Malang 
Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06° – 
112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga 
membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Kota 
Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang 
dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut, yaitu di sebelah utara 
berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 
Kabupaten Malang, sementara di sebelah timur berbatasan dengan 
Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, 
sedangkan di sisi sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan 
dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, serta pada bagian sebelah 
Barat  berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 
Kabupaten Malang. 
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Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter 
diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di 
Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki serta dikelilingi 
gunung-gunung yang sudah dikenal oleh khalayak umum akan keindahan 
pemandangannya sehingga sering dijadikan sebaga objek wisata. Gunung 
– gunung tersebut antara lain, Gunung Arjuno yang terletak di sebelah 
utara Kota Malang, Gunung Semeru  yang berada di sebelah timur Kota 
Malang, kemudian ada Gunung Kawi dan Panderman yang letaknya 
berada di sebelah barat Kota Malang, dan di sebelah selatan Kota Malang 
terdapat Gunung Kelud. Berikut adalah peta Kota Malang : 
Gambar 3.1 Peta Kota Malang 
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Sumber : BAPPEDA Kota Malang 
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Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu 
udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum 
mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara 
berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum 
mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang 
mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. 
Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang 
relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan 
pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin 
maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. 
Sementara keadaan tanah di wilayah Kota Malang memiliki perbedaan 
di tiap-tiap wilayahnya, hal ini dikarenakan perbedaan ketinggian dan kondisi 
iklim di masing-masing wilayah tersebut. Keadaan tanah yang bervariasi ini 
menjadikan fungsi tanah di Kota Malang yang dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai aktifitas masyarakat. Dan karakteristik tanah di beberapa wilayah 
Kota Malang antara lain, pertama di bagian selatan termasuk kedalam dataran 
tinggi yang cukup luas sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan 
industri, kedua pada bagian utara yang merupakan dataran tinggi yang subur 
sehingga sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memanfaatkannya 
sebagai lahan petanian, ketiga kondisi tanah dataran tinggi yang kurang subur 
terdapat pada bagian timur Kota Malang, dan keempat pada bagian barat Kota 
Malang merupakan dataran tinggi yang sangat luas dan dijadikan sebagai 
daerah pendidikan. Pada wilayah ini, terdapat banyak tempat pendidikan 
mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, 
62 
 
hingga kampus-kampus ternama di Kota Malang. Struktur tanah pada 
umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah 
penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah 
andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan 
sekitar 15 %. 
Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah 
sudah tidak memungkinkan. Namun demikian, potensi pengembangan 
wilayah bagi Kota Malang dapat diartikan dengan pengembangan 
kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya 
jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari 
segi perdagangan dan jasa, maupun  industri pengolahan, akan 
menghembuskan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin 
besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan 
bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan 
pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan 
dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang 
lainnya. Berikut adalah tabel penggunaan lahan di Kota malang : 
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Kota Malang Tahun 2016 
No. Penggunaan Lahan Luas Wilayah (Ha) 
1 Kebun Campur 0,28 
2 Tanah Kosong 500,59 
3 Kampung Teratur 3.966,66 
4 Kampung Tidak Teratur 30,64 
5 Perumahan 561,14 
6 Lapangan Olah Raga 65,7 
7 Taman/Hutan Kota 18,67 
8 Kuburan 103,96 
9 Jasa Perdagangan 118,95 
10 Jasa Lainnya 1.339,05 
11 Industri Non Pertanian 150,52 
12 Sawah Irigasi 1.497,96 
13 Tegalan 2.654,17 
14 Kolam Air Tawar 1,32 
Sumber : BPN Kota Malang 
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Tabel 3.1 menggambarkan rincian penggunaan lahan di Kota Malang. 
Berdasarkan tabel tersebut, penggunaan guna lahan terbesar di Kota Malang 
adalah pemukiman tertata yang mencapai kurang lebih seluas 3.966,66 Ha 
atau 36% dari luas wilayah Kota malang. Sedangkan penggunaan guna 
lahan terkecil adalah kebun campur yang hanya seluas 0,28 Ha. Selain itu, 
penggunaan guna lahan di Kota Malang untuk pertanian masih berada pada 
angka yang mendominasi, dimana lahan pertanian di Kota Malang terdiri 
dari kebun campur seluas 0,28 Ha, sawah irigasi seluas 1.497,96 Ha, dan 
tegalan seluas 2.654,17 Ha. Oleh karena itu, dengan diterapkannya 
kebijakan Program Sunset Policy Tahap II yang difokuskan kepada para 
petani diharapkan dapat mempertahankan lahan hijau di Kota Malang. 
Secara administratif Kota Malang yang mencakup luas wilayah  
110,06 km2 terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Kelima 
kecamatan tersebut memiliki luas yang berbeda dan pembagian RT dan RW 
yang bervariasi. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kedungkandang 
yang luas wilayahnya mencapai 39,89 km2 dan terbagi menjadi 114 RW dan 
848 RT . Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah 
Kecamatan Klojen yang hanya seluas 8,83 km2 sehingga di kecamatan ini 
jumlah RT dan RW juga cukup sedikit dibandingkan dengan kecamatan 
yang lain yaitu hanya ada 89 RW dan 675 RT. Sementara kecamatan yang 
memiliki jumlah RT dan RW terbanyak adalah Kecamatan Blimbing yang 
memiliki 914 RT dan terbagi menjadi 125 RW. Selain itu, terdapat 
Kecamaatan Lowokwaru yang memiliki luas wilayah 22,60 km2 dan 
didalamnya terdapat 120 RW dan 764 RT. Dan yang terakhir adalah 
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Kecamatan Sukun yang memiliki 90 RW dan 836 RT dengan luas 
wilayahnya yang mencapai 20,97 km2.  
Adapun rincian data kelurahan, RW dan RT pada masing-masing
 kecamatan di Kota Malang sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Jumlah RW dan RT 
Se-Kota Malang Kondisi Tahun 2013 
No. Kecamatan 
Luas 
Area 
(Km²) 
% 
Terhadap 
Luas Kota 
Kelurahan 
Jumlah 
RW RT 
I Blimbing 17,77 16,15 
1. Balearjosari 8 43 
2. Arjosari 5 34 
3. Polowijen 6 38 
4. Purwodadi 13 93 
5. Blimbing 10 55 
6. Pandanwangi 13 120 
7. Purwantoro 24 155 
8. Bunulrejo 21 146 
9. Kesatrian 12 70 
10. Polehan 7 74 
11. Jodipan 8 86 
Jumlah 125 914 
II Kedungkandang 39,89 36,24 
1. Kotalama 11 141 
2. Mergosono 6 78 
3. Bumiayu 6 56 
4. Wonokoyo 5 25 
5. Buring 9 38 
6. Kedungkandang 7 49 
7. Lesanpuro 11 92 
8. Sawojajar 16 118 
9. Madyapuro 15 108 
10. 
Cemorokandang 11 57 
11. Arjowinangun 9 50 
12. Tlogowaru 8 37 
Jumlah 114 848 
III Lowokwaru 22,6 20,53 
1. Tasikmadu 6 28 
2. Tunggulwulung 6 49 
3. Merjosari 12 79 
4. Tlogomas 9 49 
5. Dinoyo 7 50 
6. Sumbersari 7 40 
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7. Ketawanggede 5 32 
8. Jatimulyo 10 74 
9. Tunjungsekar 8 73 
10. Mojolangu 19 112 
11. Tulusrejo 16 74 
12. Lowokwaru 15 104 
Jumlah 120 764 
IV Klojen 8,83 8,02 
1. Klojen 7 46 
2. Samaan 8 58 
3. Rampalcelaket 6 35 
4. Kiduldalem 8 50 
5. Sukoharjo 7 57 
6. Kasian 11 96 
7. Kauman 10 67 
8. Oro-oro Dowo 10 97 
9. Bareng 8 74 
10. Gadingkasri 6 50 
11. Penanggungan 8 45 
Jumlah 89 675 
V Sukun 20,97 19,06 
1. Bakalan Krajan 6 43 
2. Mulyorejo 7 51 
3. Karangbesuki 9 78 
4. Ciptomulyo 5 62 
5. Gadang 8 65 
6. Kebonsari 5 41 
7. Bandung-rejosari 11 108 
8. Sukun 9 109 
9. Tanjungrejo 13 137 
10. Pisangcandi 10 84 
11. Bandulan 7 58 
Jumlah 90 836 
KOTA MALANG 110,06 100 57 544 4.071 
Sumber : RPJMD Tahun 2013-2018 
2. Keadaan Demografi Kota Malang 
Jumlah penduduk di Kota Malang berdasar atas data registrasi 
penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Statistik Kota Malang tahun 
2014 dalam Kota Malang Dalam Angka Tahun 2014 adalah sebesar 820.243 
jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk berkelamin pria sebesar 
404.553 jiwa dan wanita sebesar 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis 
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kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,32, ini artinya bahwa setiap 100 
penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. 
Persebaran penduduk pada tiap wilayah adminsitratif Kecamatan di 
Kota Malang dapat diketahui bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki 
kontribusi terbesar yaitu 186.013 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan 
Sukun sebesar 181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebesar 174.477 
jiwa, Kecamatan Blimbing sebesar 172.333 jiwa. Sementara jumlah 
penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Klojen yaitu sebesar 105.907 jiwa. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini yang 
menjelaskan terkait demografis Kota Malang. 
Tabel 3.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2014 
No. Kecamatan 
Wilayah 
(Km2) 
Jumlah 
Penduduk 
Penduduk 
Kepadatan 
Penduduk  
Laki-Laki Perempuan (Jiwa/Km2) 
1 Kedungkandang 39,89 174.477 86.849 87.628 4.374 
2 Sukun 20,97 181.513 90.217 91.296 8.656 
3 Klojen 8,83 105.907 50.451 55.456 11.994 
4 Blimbing 17,77 172.333 85.420 86.913 9.698 
5 Lowokwaru 22,6 186.013 91.616 94.397 8.231 
Total 110,06 820.243 404.553 415.690   
Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 
 
Tabel 3.3 memaparkan jumlah dan kepadatan penduduk di Kota 
Malang pada Tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, untuk tingkat 
kepadatan penduduk di Kota Malang, tingkat kepadatan tertinggi berada di 
Kecamatan Klojen dengan tingkat kepadatan mencapai 11.994 Jiwa/km2 dan 
kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungkandang yang 
mencapai 4374 jiwa/ km2. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah 
penduduk di Kota Malang terbagi atas jumlah penduduk berjenis kelamin 
laki-laki sebesar 404.553 jiwa dan perempuan sebesar 415.690 jiwa. 
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Berdasarkan pada data di atas jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 
mendominasi jumlah penduduk yang terdapat di Kota Malang. Kecamatan 
Lowokwaru menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 
perempuan terbanyak yang mencapai 94.397 jiwa, sedangkan Kecamatan 
Klojen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan paling 
sedikit yang mencapai 55.456 jiwa. 
Gambaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mulai tahun 
2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dibaca pada tabel berikut ini : 
Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 2009-2013 
No. 
Kelompok 
Umur 
Tahun 
2009 2010 2011 2012 2013 
1 00-04 61.303 56.533 61.351 61.351 58.368 
2 05-09 60.051 55.378 65.412 65.412 65.310 
3 10-14 63.192 58.275 60.405 60.405 81.125 
4 15-19 94.145 46.819 79.300 79.300 13.204 
5 20-24 123.502 113.892 97.775 97.775 13.430 
6 25-29 79.654 73.456 76.544 76.544 101.066 
7 30-34 67.666 62.401 65.882 65.882 74.623 
8 35-39 59.732 55.084 60.974 60.974 81.405 
9 40-44 52.455 48.373 57.694 57.694 69.433 
10 45-49 41.286 38.073 51.291 51.291 66.294 
11 50-54 30.728 28.337 44.737 44.737 57.339 
12 55-59 25.885 23.871 33.374 33.374 50.771 
13 60-64 22.128 20.406 23.098 23.098 32.868 
14 65-69 15.825 14.594 17.878 17.878 30.878 
15 70-74 12.252 11.299 12.808 12.808 27.808 
16 > 75 11.051 10.191 14.720 14.720 21.761 
Jumlah Penduduk 820.857 715.982 820.243 820.243 845.683 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2009-2013 
 
Tabel 3.4 merupakan pemaparan tentang komposisi penduduk di Kota 
Malang Tahun 2009 hingga Tahun 2013 berdasarkan umur. Dari tabel 
tersebut, terlihat bahwa kelompok umur pada usia produktif (10-59) sangat 
tinggi yaitu mencapi 608.690 jiwa, sehingga ini bisa menjadi modal dasar 
68 
 
untuk memacu produktivitas kota. Kelompok umur dengan jumlah paling 
banyak adalah di usia 25-29 tahun, yaitu hingga mencapai sebesar 101.066 
jiwa pada tahun 2013. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat komposisi 
penduduk menurut kelompok umur kurang dari usia 39 masih berada di 
kisaran 488.000 jiwa atau lebih, dimana terjadi perubahan jumlah. 
Kelompok umur pada generasi muda dari usia 0 hingga usia 10 
menunjukkan tingkat regenerasi yang sangat baik, dimana jumlah generasi 
muda berada pada tingkat yang stabil agar dapat mendukung produktivitas 
daerah. 
Tabel 3.5 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Malang Tahun 2014 
No. Kecamatan 
Fasilitas Pendidikan 
TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 
1 Kedungkandang 57 77 27 10 8 
2 Sukun 68 70 18 7 10 
3 Klojen 70 47 30 22 11 
4 Blimbing 65 62 22 6 9 
5 Lowokwaru 73 62 26 14 13 
Jumlah 333 318 123 59 51 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2014 
 
Tabel 3.5 menjabarkan tentang jumlah fasilitas pendidikan yang ada di 
Kota Malang. Berdasarkan tabel tersebut, fasilitas pendidikan sudah tersebar 
merata di seluruh kecamatan di Kota Malang, hal ini dapat dilihat dengan 
adanya 333 TK, 318 SD/MI, 123 SMP/MTs, 59 SMA/MA, dan 51 SMK 
yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Berdasarkan tabel tersebut, 
fasilitas pendidikan TK merupakan yang terbanyak yang mencapai 333 TK 
dan fasilitas pendidikan SMK merupakan jumlah yang paling sedikit yaitu 
hanya 51 SMK saja. Selain itu, fasilitas pendidikan terbanyak berada di 
Kecamatan Lowokwaru yang mencapai 188 bangunan dan fasilitas 
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pendidikan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sukun yang hanya 
mencapai 173 bangunan. 
Masyarakat Kota Malang menganut beragam jenis agama, hal ini 
menunjukkan adanya toleransi yang baik antar agama. Agama yang dianut 
oleh masyarakat Kota Malang adalah Islam, Kristen, katolik, hindu dan 
budha. Selain kelima agama tersebut ada sebagian masyarakat yang 
menganut kepercayaan lain. Pada tabel berikut ditunjukkan jumlah 
penduduk menurut jenis agama dan keyakinan yang dianut. 
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2014 
No Kecamatan Agama 
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lain-lain 
1 Kedungkandang 152228 7206 3231 579 331 74 
2 Sukun 156720 8087 8988 3515 2615  -   
3 Klojen 123651 10332 8570 2037 1901 138 
4 Blimbing 137862 19456 15496 1788 1421 68 
5 Lowokwaru 152219 7417 7108 801 1114  -  
Jumlah 722680 52498 43393 8720 7382 280 
Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Malang 
 
Tabel 3.6 mendeskripsikan jumlah penduduk di tiap-tiap kecamatan 
yang ada di Kota Malang berdasarkan agama yang diyakini. Berdasarkan 
data tersebut, penduduk Kota Malang yang menganut agama Islam sebanyak 
722.680 total dari lima Kecamatan dan merupakan jumlah penganut agama 
terbesar di Kota Malang. Sedangkan penduduk yang menganut agama 
Budha memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebesar 7.382. Selain itu juga 
terdapat penganut agama selain kelima agama tersebut yaitu sebesar 280. 
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Fasilitas tempat ibadah di Kota Malang cukup banyak sehingga 
mampu untuk mencukupi kebutuhan tempat beribadah bagi pemeluk 
masing-masing agama. Menurut data tahun 2012, di Kota Malang terdapat 
78.510 masjid sebagai tempat beribadah bagi penganut agama Islam, 50 
gereja sebagai tempat ibadah penganut agama Kristen Protestan, 8 gereja 
sebagai tempat ibadah penganut agama Katholik, 5 pura sebagai tempat 
ibadah agama Hindu dan 11 Vihara sebagai tempat ibadah penganut agama 
Budha. 
3. Realisasi Pajak Daerah Kota Malang 
Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki wewenang untuk 
mengatur aset keuangannya sendiri. Hal ini juga berlaku pada Pemerintah 
Kota Malang. Dalam mengelola aset keuangan daerahnya, Kota Malang 
juga memfokuskan pada pembenahan pengelolaan pajak daerah. Berikut 
adalah tabel realisasi pajak daerah Kota Malang Tahun 2015 dan 2016 : 
Tabel 3.7 Realisasi Pajak Daerah Kota Malang 
No. Jenis Pajak 
Tahun 2015 Tahun 2016 
Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % 
1. Pajak Hotel 22,131,000,000.00 29,347,000,000.00 132.26 27,680,570,300.00 37,857,637,844.26 136.77 
2. Pajak Restoran 28,476,000,000.00 36,602,000,000.00 128.53 34,976,534,500.00 47,498,229,279.39 135.80 
3. Pajak Hiburan 4,943,000,000.00 5,671,000,000.00 114.74 5,543,000,000.00 6,610,023,251.65 119.25 
4. Pajak Reklame 18,676,000,000.00 19,295,000,000.00 103.31 18,676,522,700.00 22,101,587,217.25 118.34 
5. Pajak Penerangan Jalan 40,602,000,000.00 45,804,000,000.00 112.81 44,602,106,500.00 47,568,068,965.81 106.65 
6. Pajak Parkir 2,500,000,000.00 3,400,000,000.00 135.82 3,501,998,00.00 4,888,405,730.00 139.59 
7. Pajak Air Tanah 749,000,000.00 743,000,000.00 99.25 600,000,000.00 809,152,586.19 134.86 
8. BPHTB 100,000,000,000.00 106,590,000,000.00 106.59 108,550,000,000.00 144,892,155,137.10 133.48 
9. 
Pajak Bumi dan 
Bangunan 53,900,000,000.00 57,800,000,000.00 107.4 56,869,268,000.00 62,416,413,408.00 109.75 
Jumlah 272,000,000,000.00 305,300,000,000.00 112.24 301,000,000,000.00 374,641,673,419.65 124.47 
Sumber : http://bppd.malang.go.id, diolah 2017 
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Tabel 3.7 menjabarkan tentang realisasi pajak daerah yang diterima 
oleh Kota Malang Tahun 2015 hingga Tahun 2016. Berdasarkan tabel 
tersebut, hingga Desember 2016 pajak daerah PBB Kota Malang mencapai 
RP 62,416,413,408,- dari target yang ditentukan yakni RP 56,869,268,000,-. 
Capaian tersebut membuat perolehan PBB Kota Malang merupakan terbesar 
kedua dalam penerimaan pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan. Perolehan PBB Kota Malang berkontribusi sekitar 17% dari 
capaian realisasi pajak daerah Kota Malang secara keseluruhan yang 
mencapai RP 374,641,413,408,-. Potensi PBB yang tinggi sesuai dengan 
tabel tersebut, menggambarkan bahwa akan sangat strategis apabila 
Pemerintah Kota Malang melakukan inovasi berupa kebijakan pengelolaan 
perpajakan yang tepat. Salah satunya yakni dengan melaksanakan program 
Sunset Policy. 
Pelaksanaan Program Sunset Policy  di Kota Malang dilaksanakan 
secara 2 (dua) tahap. Program Sunset Policy Tahap I dilaksanakan pada 
Tanggal 17 Agustus 2016 hingga 31 Oktober 2016. Menilik respons 
menggemberikan pada pelaksanaan Program Sunset Policy Tahap I, maka 
BPPD Kota Malang telah berencana melanjutkan, maka BPPD Kota Malang 
telah berencana melanjutkan Program Sunset Policy Tahap II di Tahun 
2017. Jika sebelumnya hanya menyasar PBB Perkotaan, rencananya di 
Tahun 2017 Program Sunset Policy akan menyasar ke sektor agraria lokal. 
Saat ini BPPD Kota Malang telah merancang program pengurangan besaran 
PBB bagi petani atau pemilik lahan pertanian. Sehingga diharapkan 
kebijakan program ini akan mendorong pelaku sektor agraris 
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mempertahankan fungsi lahannya. Hal ini mengingat semakin menipisnya 
lahan pertanian yang ada di Kota Malang, berdasarkan data Pemerintah 
Kota Malang pada tahun 2016 lahan pertanian hanya tersisa 846 hektare 
(ha) dengan 68 hektare (ha) diantaranya merupakan aset Pemerintah Kota 
Malang dan 778 hektare (ha) lainnya milik petani. 
B. Profil Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang 
1. Visi, Misi, dan Kebijakan BPPD Kota Malang 
Setiap instansi tentunya memiliki visi dan misi yang diemban untuk 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana Badan Pelayanan 
Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang yang memiliki visi Meningkatkan 
Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang. 
Sedangakan misi yang diemban adalah Meningkatkan  Pendapatan  Daerah  
melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Untuk mewujudkan 
visi misi yang telah ditetapkan, BPPD Kota Malang pun telah 
mencanangkan beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan di 
masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di 
masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah, pertama melaksanakan 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kedua meningkatan sarana 
dan prasarana aparatur, ketiga mengembangkan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan, keempat meningkatkan dan mengembangkan 
pengelolaan keuangan daerah, dan kebijakan yang terakhir adalah 
melaksanakan pengkajian dan menerapkan standar manajemen mutu. 
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Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kinerja 
yang optimal pada masing-masing fiskus agar dapat memberikan pelayanan 
yang baik kepada para wajib pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam 
rangka meningkatkan pendapatan daerah. Disamping itu, melekat juga tujuan 
pembangunan Daerah Kota Malang yang melekat pada tujuan Pembangunan 
Nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 
uraian tentang arah kebijakan BPPD Kota Malang untuk mendukung cita-
cita BPPD Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di 
Kota Malang, maka BPPD Malang telah merumuskan lima kebijakan 
strategis yang dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut. Diantaranya 
adalah melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
meningkatan sarana dan prasarana aparatur, mengembangkan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan meningkatkan dan 
mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pengkajian 
dan menerapkan standar manajemen mutu.  
Dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, diharapkan pencapaian 
visi dan misi BPPD Kota Malang pun tercapai. Dalam hal ini, Program 
Sunset Policy merupakan realisasi dari salah satu kebijakan BPPD Kota 
Malang yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan 
perpajakan daerah. Filososi dari Program Sunset Policy sendiri adalah 
penghapusan sanksi administrasi atau denda yang disebabkan dari 
tunggakan pajak yang belum terbayarkan dari tahun 1994-2012, dengan 
hilangnya denda tersebut diharapkan dapat mengurangi beban wajib pajak 
dan otomatis mereka segera melunasi tunggakan pajaknya. Semakin banyak 
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wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya, maka meningkat pula 
penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Hal ini pun sesuai dengan visi 
misi BPPD Kota Malang.  
2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan BPPD Kota Malang 
Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Kota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya 
penerimaan pajak daerah. Pada bab sebelumnya telah disampaikan bahwa 
tunggakan pajak daerah Kota Malang cukup besar yaitu mencapai 110 
Miliar. Dalam hal ini, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
berupaya untuk mendisiplinkan para wajib pajak untuk segera melunasi 
tunggakan pajaknya, sehingga penerimaan pajak daerah pun meningkat 
sesuai dengan tujuan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dalam 
upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 
Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. 
Sasaran-sasaran tersebut antara lain, yang pertama meningkatnya 
penerimaan pajak daerah, kedua meningkatnya kualitas pelayanan 
pemungutan pajak daerah, dan sasaran ketiga yaitu efisiensi pengelolaan 
pendapatan pajak daerah. 
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, perlu adanya strategi 
sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi 
membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan 
misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, 
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu 
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strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, 
ancamanmaka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. 
Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan 
sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan 
dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang 
jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. 
Dalam hal ini, BPPD Kota Malang juga telah menyiapkan strategi-strategi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 2(dua) strategi yang 
akan dilakukan BPPD Kota Malang antara lain, pertama langkah 
intensifikasi penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan pungutan 
pada wajib pajak, sedangkan langkah kedua adalah ekstensifikasi 
penerimaan pajak daerah dengan menambah jumlah wajib pajak. Apabila 
kedua langkah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan beriringan, 
maka dapat meningkatkan pemasukan pajak daerah Kota Malang. 
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan 
merasionalkan  pilihan  strategi  agar  memiliki  fokus  dan  sesuai  dengan 
pengaturan  pelaksanaannya.  Dalam  hal pelaksanaannya, arah kebijakan 
mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan 
terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga 
fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di 
tetapkan. Berikut adalah arah kebijakan dari strategi-strategi Badan 
Pelayanan Pajak Daerah, yang pertama adalah dalam melaksanakan strategi 
76 
 
intensifikasi penerimaan pajak daerah arah kebijakannya diharapkan dapat 
mencapai 3 (tiga) tujuan yaitu peningkatan mutu fiskus, penyempurnaan 
administrasi pajak daerah, dan penyempurnaan regulasi pajak daerah. 
Tujuan-tujuan tersebut lebih mengarah kepada penyempurnaan pengelolaan 
pajak daerah di Kota Malang. Sedangkan dalam pelaksanaan strategi yang 
kedua yaitu ekstensifikasi penerimaan pajak daerah, arah kebijakannya lebih 
terfokus kepada objek pajak dan wajib pajak, dimana terdapat 3 (tiga) tujuan 
yang ingin dicapai yaitu perluasan objek pajak, perluasan wajib pajak, dan 
penyempurnaan tarif pajak. 
Berdasarkan turunan dari sebuah program kerja, maka  tujuan sebuah 
kebijakan diimplementasikan sesuai dengan sasaran yang yang dituju. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan 
Program Sunset Policy tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui 
bidikan sasaran yang tepat. Seperti yang tertera dalam sasaran kebijakan 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ingin mewujudkan hal-hal 
yang terkait dengan tata kelola pajak daerah. 
Sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam 
pelaksanaan kebijakan telah memenuhi apa yang menjadi tujuan dari 
kebijakan-kebijakan tersebut. Pasalnya sasaran yang dituju oleh Badan 
Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah menyentuh seluruh sektor dan 
aktor yang terlibat. Seperti manfaat yang diperoleh pemerintah Kota Malang 
dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, hal ini dapat dilihat dari 
tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti Program Sunset Policy. 
Dengan demikian seluruh sektor yang terlibat dalam pengelolaan pajak 
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daerah dapat merasakan manfaatnya jika dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang ada. 
3. Tugas dan Fungsi BPPD Kota Malang 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang melaksanakan tugas 
pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pemungutan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok yang 
sebagaimana dimaksud, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai 
beberapa fungsi diantaranya adalah, pertama merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah. Fungsi 
yang kedua adalah melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD).  
Fungsi yang selanjutnya lebih dikhususkan ke pengelolaan PBB, 
BPHTB, dan pajak daerah lainnya, fungsi tersebut yaitu menyusun 
perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB 
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; melaksanakan pengawasan 
pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 
Daerah Lainnya; menyusun dan melaksanakan pengembangan potensi 
PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; menyusunan rencana 
intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah 
Lainnya; melaksanakan pemungutan PBB Perkotaan,BPHTB dan Pajak 
Daerah Lainnya; melaksanakan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, 
BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya; melaksanakan penyelesaian 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, 
penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB 
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Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; melakukan pembinaan dan 
pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB 
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; melakukan pengendalian 
benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 
dan yang terakhir adalah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap 
sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya. 
BPPD juga memiliki fungsi untuk melaksanakan pemungutan 
penerimaan bukan pajak; pelaksanaan penyidikan tindak pidana 
pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah 
Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 
Dalam pengelolaan administrasi umum yang terkait dengan dinas, BPPD 
juga memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan yang meliputi 
penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan. 
Sedangkan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota 
Malang, BPPD diberi wewenang untuk menjalankan fungsi sebagai 
pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM); penyusun dan pelaksana 
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur 
(SOP), pelaksana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 
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pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; pengelolaan pengaduan 
masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah; dan yang terakhir BPPD 
wajib menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya 
terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah. 
Sedangkan terkait dengan struktur organisasi di BPPD Kota Malang, 
BPPD berhak untuk melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan dan 
melakukan pembinaan jabatan fungsional; menyelenggarakan UPT dan 
jabatan fungsional; mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi dari seluruh kasi yang ada, dan fungsi yang terakhir 
adalah BPPD harus siap melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh  
Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. 
4. Struktur Organisasi BPPD Kota Malang 
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur 
organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang serta 
Peraturan Walikota Malang No. 53 Tahun 2012 tentang uraian Tugas 
Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan pelaksana Otonomi 
Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah. Badan Pelayanan Pajak 
Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang 
Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bidang Pajak 
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Daerah Lainnya, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, dan 
Bidang Penagihan. 
Berikut adalah Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Kota Malang, yaitu : 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPPD Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Rencana Strategis BPPD Kota Malang Tahun 2013-2018 
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5. Susunan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 
Malang 
Susunan kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan 
dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
sebanyak 113 orang, terdiri dari 112 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 
orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 69 orang Tenaga Kontrak yang 
menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut : 
Tabel 3.8 Komposisi Pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
 
No. Kedudukan Dalam Organisasi 
Komposisi Pegawai 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Kepala Dinas  1 0 1 
2. Sekretariat 
Kasubag Umum 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 5 3 8 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 3 1 4 
Kasubag Keuangan 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 7 5 12 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 0 1 1 
Kasubag Sungram 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 1 0 1 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 1 1 2 
3. Bidang PBB 
Kepala Bidang 0 1 1 
Kasi Pelayanan, Pengawasan,  
0 1 1 
dan Penyelesaian Sengketa 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 3 3 6 
PTT 0 0 0 
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Tenaga Kontrak 3 2 5 
Kasi Pendataan, Penilaian, 
1 0 1 
 dan Penetapan 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 3 1 4 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 7 0 7 
Kasi Pengolahan Data 1 0 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 3 0 3 
PTT 1 0 1 
Tenaga Kontrak 2 4 6 
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya 
Kepala Bidang 0 1 1 
Kasi Pendataan 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 11 3 14 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 15 2 17 
 Kasi Pendaftaran 1 0 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 3 1 4 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 5 2 7 
Kasi Penetapan 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 7 4 11 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 1 4 5 
5. Bidang Penagihan 
Kepala Bidang 1 0 1 
Kasi Penyelesaian Keberatan 
1 0 1 
Pajak Daerah Lainnya 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 4 1 5 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 2 0 2 
Kasi Penagihan PBB 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 7 0 7 
PTT 0 0 0 
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Tenaga Kontrak 3 1 4 
Kasi Penagihan Pajak Daerah 
0 1 1 
Lainnya 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 6 1 7 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 0 3 3 
6. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi 
Kepala Bidang 1 0 1 
Kasi Pembukuan dan Pelaporan 1 0 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 3 1 4 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 1 0 1 
Kasi Pengembangan Potensi 0 1 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 1 2 3 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 3 0 3 
 Kasi Pengelolaan Benda Berharga 1 0 1 
Staf Pendukung : 
Pegawai Negeri Sipil 2 0 2 
PTT 0 0 0 
Tenaga Kontrak 1 1 2 
  TOTAL 124 58 182 
Sumber : Rencana Strategis BPPD Kota Malang Tahun 2013-2018 
